
d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana d1maksud 
pada huruf a. huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan 
Peraruran Bupan tcntang Tata Cara ~nyclenggaraan 
Pengembangan Sistem Penyediaan A1r Minum 

c bahwa sesuei dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemcrintahan Oaerah juru:ro Peraruran 
Pernermrah Nomor 38 Tahun 2007 tcnrang Pernbagian 
Urusan Pemenntahan antara Pemermtah, Pemenntahan 
Daerah Provmsi, dan Pemenntahan Dacrah 
Kabupaten/Kota juncto Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor & Tahun 2008 tentang Urusan 
Pernerintahan Aabupaten Bekaai, maka penyelenggaran 
pengernbangan sistem penyediaan arr m,num ISPA~1J 
menjadi kcwen.angao waj1b pemenntah daerah 

b. bahwa agar kondts1 arr- mmum tetep dapat memenuhi 
stander kualitas, syarat kuantnas, syarat kononuuas dan 
syarat keterjangkauan maka perlu dilakukan 
pcnycl~nggw-aan pengernbangan srstem penyediaaan air 
minum, 

Memmbang · a bahwa air mmum merupakan salah saru kc:buruhan 
dasar bagr kualuas dan kebcrlanJutan kehrdupan 
manusia serta merupakan unsur sanga; penung bagr 
kehidupan masyarakat, narnun searing dengan desakan 
perturnbuhan penduduk yang tidak merata serta 
akuvnaanya telah men,mbulkan berbagai dampak 
perubahan tatanan dan kcseLn1bangan hngkungan 
sehmgga berpengaruh terhadap kondisi air rmnum, 

BUPATI BEKASI. 

OE NGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PE:-.'YELENGGAR.'V\N PENGEMBA.~GM 
SISTEM PE:-.'YEOL'\A.'i AIR ~IINUM 

NOMOR '1''1!.1.!!Ul ..!(Jll2. 

TENTANG 

PERATURAN BUPAT\ BEKASI 



9. Peraruran Pemerintah N'omor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Alr Minum (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4490); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undaog Nomor I Tahun 2011 tentang 
Perumahan dao Kawasan Permukimao (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 7, Tambahan 

.Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang 
Pengaturan Air [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahao Lembarao Negara 
Republik Indonesia Nomor 3225): 

8. Peraturan Pemeriotah Nomor 82 Tahun 200 I ten tang 
Pengelolaan Kualitas Air dan PengendaLian Penccmarao 
Afr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161); 

- 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaeen Negara Republik 
Indonesia N.otnor 5059); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 te.otang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 32, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kaLi diubah terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

I 

\lcngmgat : L Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pcmbcnrukan Daerah - Oaerah Kabupacen Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Benta Nega,a Tahun 
l950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
No 4 Tahun 1968 centang Pembcntukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Oacrah-daerah Kabupaten Oala.m 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat [lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 2851); 



20. Peraturan Oacrah Kabupaten Bekasi Nomor 6 
Tahun 2008 ,entang Urusa.n Pcmcrintahan Kabupaten 
Bekasi (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 
Nomor 61; 

Nomor 35/M 
Teknis Kawasan 

19. Peraturan Mentcri Perindustrian 
IND/PER/3/2010 tentang Pedoman 
lndustri: 

18. Peraruran Menteri Peru.mahan Rakyat Nomor 
34/Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dao 
Uttlitas (PSU) Kawasan Perumahan; 

17. Peraturan Menteri Pettnc.anaan Pembangunan 
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Naeicnel Nomor 4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum 
Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dcngan Badan 
Usaha Dalam Penyedia.an lnfrastruktu.r; 

- 

16. Peratu.ran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
18/PF:r/M/2007 tentang Penyelcnggaraan 
Pengembangan Sistern Penyed.iaan Air Minum; 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Oalam Pengembangan SPAM; 

14. Peraturan Pre!;iden Republik Indonesia Nomor 67 
Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan 
Usaha dalam Pcnyediaan lnfrasuu.ktur sebagaimana telab 
diubah dengan Peraruran Pre$iden Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang 
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 
Penyediaan lnfrastruktur; 

13. Peraruran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang liin 
Lingkungan ILembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4859); 

J l. Peraruran Pemerintab Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

10. Pera:tura.n Pernennrah :Vomor 38 T-ahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pcmerintaban Antara Pcmerintah, 
Pemerintahan Oaerah Provinsi. dan Pemerintahan 
Oaerah Kabupaten/ Kota (Lcmbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, 1'ambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 



S. Penyediaan air minum a.d.alah kcgiatan mcnyc:diakan air minum untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, 
bersih, dan produktif 

6. Sistem penyed.iaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan 
satu kesatuan sistcm fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air 
min um. 

4. Air min um adalah air min um rum ah tangga yang melalui proses pcngolaban 
atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat 
langsung dim.inum. 

2. Pcmerintah Daerab adalab Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

3. Bupati adalah Bupati Bekasi. 

Dalaro Peraturan Bupati in.i yang dimaksud dengan: 

!. Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB! 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEf'<YELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN 
AIRMINUM. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

24. Peraturan Daerah Kabuparen Bekasi Nomor 1 Tahun 
2012 ten tang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor l); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Rencana Pembangunan Janglca Menengah 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 5). 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bckasi Tahun 2011 Nomor 12); 

21 Peraruran Datt.ah K.abupaten .Be-ka.s1 Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Organisasi Perangkat Oacra.h Kabupaten 
Bekasi (Lerobanu> Daerah Kabupaten Bekasi Tahu.a 2009 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraruran 
Daeeeh Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tenrang 
Pe.rubaban atas Pcraturan Dacrab Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabupate-n Bekasi; 

22. Peraruran Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 
2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerab 1'ahun 2005-2025 (Lembaran O..aera.h Kabu.p.aten 
Bckasi Tahun 2010 Nomor 3); 



17. Perjanjian kcrja sama adalah kesepakatan tertulis unruk penyelcnggaraan 
pengembangan SPAM antara Bupati atau PDAM dengan dengan badan usaha. 

18. lzin penyelenggaraan SPAM adalah izin yang diberikan olch Bupati kepada 
badan usaha sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-u.ndangan. 

16. Kerja sama Pcmcrintah adalah kerja sama pemerintah dengan badan 
usaba dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM melalu, perjanjian 
kerja sama atau izin penyclcnggaraan SPAM. 

14. Sadan usaha adalah adalab badan uaaha swasta yang berbentuk persercan 
terbatas. BUMN, BUMD dan koperasi yang dibentuk khusus sebagai 
penyelenggara pengembangan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

15. Kerja sama penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah upaya 
memanfaatkan .SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum gu.na 
kepentingan maayarakat yang dilakukan antara Pemerintah Daerah 
dengan badan usaha swasta atau arnaea POAM dengan badan usaha 
swasta, 

12. Perusahaan Daerah Air Minum Tlrta Bhagasasi Bekasi, yang selanjutnya 
disebut PDAM ada.lah badan usaha milik daerah yang dibentuk khusus 
sebagai penyelenggara SPAM. 

13. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama 
dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari 
anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara. 

11. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan 
usaha yang pendiriannyn diprakarsai oleh Pemcrintah Daerah dan seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk 
khusus sebagai Pcayelenggara. 

IO. Pelanggan adalah orang perseorangan. kelompok masyarakat, atau instansi 
yang rnendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara. 

9. Penyelenggara pengembangan SPAM adalah badan usaha milik negara/badan 
usaha milik daerah, koperasi. bad an usaha swasta, dan/ atau kelompok 
masyarakat yang melakukan penyelenggaraan sistem penycdiaan air minum. 

8. 

Pcngembangan SPAM adalah kcgiatan yang bertujuan membangun, 
memperluas dan/ a tau meningkatkan sistem fisi.k (teknilc} dan non fisik 
[kelernbagaan. manejemen, keuangan, pcran masyarakat, dart hukutn) dalam 
kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penycdiaan air minum kepada 
masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. 

Penycl~nggaraan pengembangan SPAM a~ah kcgiat~ . m?"encanakan. 
melaksanakan konst.ruksi, mengelola, memelihara, merehab_ihtas1, me':11anta~, 
don/atau mengevaluasi sistem fisik tteknik) dan non 6s1k penyediaan arr 
minurn. 

1 

C.. Ststcm pcnycd,aan air mmum yang selanjutnya drsebut SPAM moropakan 
satu kesaruan siseem fisik (~knik:1 dan non fisik dar.. prasa.rana da.n saran.a air 
mmum 



(I) Penyelenggaraan pengembangru, SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
melalui PDAM sesuar dcngan wilayah pelayanan penyelenggaraan SPAM. 

Pasal 5 

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM 

BABV 

(2J-Bupati berwenang untuk memben1<an izin penyelenggaraan pengembangan 
SPAM dan melaksanakan kerja sama dalam penyclenggaraan peogembangan SPAM. 

(I) penyeleoggaraan pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Daetah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air mlnum 
bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna mernenuhi kehidupan 
yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang· 
undangan. 

Pasal 4 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

BAB IV 

a pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; 
b tata cara pernberian izin penyclenggaraan pengcmbangan SPAM; 
c pemantauan, pembinaan dan pengawasan penyclenggaraan SPAM ... 

Ruang lingkup pengaruran tata cara penyelenggaraan pengembangan SPAM dalam 
Peraturan Bupati ini meliputi; 

Pasal 3 

RUANO LINGKUP 

BAB III 

Tujuan dari Perac.uran Bupati ini adalah untuk rnemberikan arahan a~ 
pcnydenggaraan pengembangan SPA.t\1 dapa~ dilaksanak~ secere tertib, 
efisien. efek'tif clan sali.ng menguntungkan sehingga dapat digunakan setuas 
luasnya untu.k kepentingan masyarakat, 

' - 

bagj 
dan 

J Peraruran Bupati inl di.maksudkan sebagas dasar dtm pcdoman 
semua pihak yang akan melibatkan difi. dalam mendu~ng 
berpartisipasi daJam pe.nyclenggaraan SPAM di Kabupaten Bekaal. 

Pasal 2 

MAKSlJD DAN TUJlJAN 

BAB II 



a. ruang Jingkup penyelenggaraan; 
b. standar teknis (kualitas, kuantitas dan tekanan air); 
c. tarif awal dan formula perhitungan tarif; 
d. jangka waktu penyelenggaraan; dan 
e. hak dan kewajiban para pihak. 

(3) Perjanjian penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling kurang memuat ketentuan: 

(2) Badan usaha yang mendapatkan hale berdasarkan pelelangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( !) mengadakan perjanjian kerja sama dengan 
Pemerintah Oaerah. 

(1) Kerja sama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses 
pdeJan.gan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

(2) Badan usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibentuk 
khusus untuk usaha di bidang penyelenggaraan pengembangan SPAM. 

(I) Dalam penyelenggaraan peagembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Pemerintah Dacrah dapat melakukan kerja sama dengan badan 
usaha. 

Pasal 8 

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah pelayanan penyelenggaraan dan 
-penyediaan air minum. 

Pasal 7 

II I Pcmetintah Daerah melaksanaaa penyelenggaraen pengembangan SPAM di 
wilayoh yang belum tcrjangkau pelayanan PDAM. 

f2) Wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan PDAM sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!) mcliputi: 

a. wilayah atau kawasan yang sccara teknis belum terlayani oleh jaringan 
PDAM; atau 

b. wilayah atau kawasan yang pcngcmbangan pelayaoannya belum 
termuat dalam rencana kegj.atan usaha ti.ma tahunan POAM. 

Pasal 6 

'21 DaJam baJ PDAM ~ drmaksud pada ayat 111 tidak dapat 
meningkaikan kuanbtAS dan kualius pelayanan SPAM di wileyah 
pclayana,nnya, POAM .a:ta.S perse:tujuan dewan pengawas dapat 
.mengikursertaken badan usaha dan/ atau masyarakat dalaln 
penyelenggaraan SPAM di wilayah pelayanannya. 



a. unit air baku; 
b. unit preduksi; 
c. unit distribusi; 
d, unit pelaya.nan; dan/atau 
e. pengelolaan. 

Llngkup kerja sama penyelenggaraan pengcmbangan SPAM mcliputi: 

Pasal 12 

Bagian Ketiga 

Lingkup Kerja Sama Pengusahaan Pengembangan SPAM 

- 
a. membentuk panitia pengad.aan; 
b. menetapkan pemenang pelelangan; dan 
c. membentuk tim monitoring dan evaluasi. 

(2) Kewenangan PJPK meliputi: 

a. melakukan perencanaan Proyek Kerja sama; 
b. melakukan penyiapan Proyek Keqa sama; 
c. mclakukan transaksi Proyek Kerja sama; da.n 
d. melakukan manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerja sama. 

tl) Tugas PJPK me!iputi: 

Pasal 11 

Bagian Kedua 

Tugas dan Kewenangan PJPK 

(!) Dalam pelaksanaan kcrja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha, 
Bupali berkedudukan sebagai Penanggung Jawab Kerja sama{PJPK). 

(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya sebagai PJPK sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

Bagian Kesatu 

Penanggung Jawab Kerja Sama 

TATA CARA 
KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA 

BABVI 

{41 Sctclah bataS"wakru pe,JaDJJan sebagaimana dimaksud pada ayat 12) selcsai. 
sehtruh aset beserta kclc:ngkapannya dJserahkan kepada Pemerintah Dacralt 
dalam kcadaan bail< dan dopat beroperasi. 



a. adil, berarti seluruh badan usaha yang ikut serta dala.m proses 
pengadaan harus memperoleb perlakuan yang s.,ma; 

b. terbuka, berarti seluruh proses pcngadaan bersifat terbuka bag; 
badan usaha yang memcnuhi kualiftkasi yang dipcrsyaratkan; 

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang bcrkaitan 
dengan proses pengadaan termasuk syarat teknis administrasi 
pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan badan usaaa bersifat 
terbuka bagi seluruh badan usaha serta masyarakat umumnya; 

d. bersaing, berarti pemilihan badan usaha melalui proses pelelangan; 
e. bertanggung-gugat, berarti basil pemilihan badan usaha barus dapat 

dipertanggungjawabkan; 
f. sating menguntungkan, berarti kcrja sama dengan badan usaha 

dilakukan berdasarkan ketentuan dan pereyaratan yang scimbang 
sebingga memberi keunrungan bagi kedua belah pihak dan 
rnasyarakat. dengan memperhirungkan kebutuhan dasar masyarakat; 

g. saling membutuhkan, berarti kerja sama dengan badan usaha 
dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang 
mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak; 

h. saling mendukung, berarti kemitraan dengan badan usaha dilaku.kan 
dengan semangal saling mengisi dari kedua belah pihak, 

(I) Pengadaan badan usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip: 

Pasal 15 

a. perencanaan proyck kerja sama; 
b. penyiapan prastudi kelayakan proyek kerja ss.ma; 
c. t.ransaksi proyek kerja sama; dan 
d. manajemen pelaksanaan perjanjian kcrja sama. 

PJPK melaksanakan kerja sama dengan cara sebagai berilrut: 

Pasal 14 

Bagian Kelima 

'l'ata Cara Kerja Sama 

bentuk kerja sama la.in sesuai dengan ketcntuan P:"raturan perundang.. 
undangan yang mcngatur tentang kerja sama Pemenntah Daerah dcngan 
badan usaha. 

b. 

Bentuk perjanjian kerja sama penyelcnggaraan pengembangan SPA.'d antara 
Pemerintah Daerah dengaa badan usaha meliputi: 

konttak bangnn, guna, serab (build, operate and transfer oontradl unruk 
seluruh pengembangan SPAM hingga pelayanan dan penagihan kepada 
pelanggan atau untuk sebagian pengembangan SPAM; atau 

a. 

Pasal 13 

Bentuk Perjanjian Kerja sama 

Bag,an Keempat 



,n 

(2) Bcrdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 11) proyek atas 
prakarsa badan usaha yang telah memenuhi pcrsyaratan kelayal<an, 
diproscs melalui peJelangan umum sesuai dengan kctenruan pe-raruran 
perundang-undangan. 

(1) Bupati mengevaluasi proyck atas prakarsa Sadan Usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15. 

Pasal 18 

a. kcsesuaian dengan rencana pcmbangunan jangka menengah daerah 
dan rencana strategis: 

b. kesesuaian, lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wi!ayah; 
c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah: 
d. analisa biaya dan manfaat sostar. 

a. srudi kelayakan; 
b. rencana bentuk kerja sama; 
c. rencana pembiayaan proyek dan sumbe-r dananya; 
d. dan rencana penawaran kerja sama yang mencakup jadwal, proses 

dan cara penilaian. 

(21 Proyek atas prakarsa badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
rnernpertimbangkan pula: 

( 11 Kerja sama atas prakarsa badan usaha wajib dileng)capi dengan : 

Pasal 17 

a. tidak terrnasuk dalam rencana induk; 
b. terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk; 
c. layak secara ekonorni dan finansiaJ; dan 
d. tidal< memerlukan dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk kontribusi 

fiskal. 

Sadan usaha dapat mengajukan prakarsa kerja sama kepada Bupati dengan 
kriteria sebagai berikut: 

Bagian Keenam 

Kcrja Sama atas Prakarsa Sadan Usaha 

Pasal 16 

(3) Tata earn pengadaan badan usaha dilaksanakan sesuai ketcntuan pcraruran 
perundang-undangan. 

a. Pcn;ncanaan pengadaan badan usaha; 
b. Polak$adaan p<:ngadaan badan usaha; dan 
c. Penandatanganan perjanjian. 

121 Peng,,daa!l ba•fan asahs dtlaksanakan mclalut tahapan: 



(5) Jangka waktu bagi badan usaha pemrakarsa untuk mengajukan hak untuk 
mclakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak clitetapkannya penawaran 
yang terbaik dari pelelangan umum kerja sama yang dltetapkan berdasarkan 
kriteria penilaian. 

(31 Pembelian prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud da!am Pasal 19 ayat 
(2) huruf c, merupakan penggantian oleh Bupati atau oleh pemenang 
pengadaan atas sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan 
Kerja. sarna yang-telah dikeluarkan oleh badan usaha pemrakarsa, 

(4) Pemberian hak untuk melakukan perubahan penawaran (right to match) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, merupakan 
pemberian hak kepada badan usaha pemrakarsa kerja sama untuk 
melakukan perubahan penawaren apabila berdasarkan basil pelelangan 
umum terdapat Badan Usaha lain yang mengajukan penawaran lebih baik. 

(I} Pemberian tambahan nilai scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2J 
huruf a, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian evaluasi 
penawaran pemrakarsa dan dicantumkan secara tegas di da.lam dokumen 
pelelangan. 

(2) Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh badan usaha pemrakarsa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c clitetapkan oleh 
Bupati berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal 20 

(5) Pemrakarsa kerja sama yang te!ah mendapatkan pcrsetujuan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dlperkenank.an mengikuti 
penawaran sebagaimana dlsyaratkan dalam dokumen pelelangan umum. 

(4) Pemrakarsa kerja sama yang telah mendapatkan perserujuan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat 12) hurui a dan hurui b tetap wajib 
mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan 
umum. 

c. 

b. 
a. pemberian tambahan nilai; 

pemberian hak untuk melakukan penawaran oleb Bad"':' Usaba 
pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match) sesuai dengan 
hasil petrilaian dalam proses peleiangan; atau 
pembelian prakarsa kerja sama termasuk bak kekayaan inteiektual 
yang mcnyertainya oleh Bupati atau oleb pemenang lelang, 

(3) Pemberian bentuk kornpensasi sebagaimana dimaksud pada s.yat (2) akan 
dicantllmkan dalam persetajuan Bupati, 

(1) Badan uoaha yang bcrtindak sebagai pemrakarsa kerja sama dan telah 
disetujui olch Bupati , akan diberikan kompensasi. 

(2) Kompcnsasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dapat berba1ruk 

Pas.al 19 



(3) Tim Pemantauan dan Evaluasi Perjanjian Kerja sama berada di bawah daa 
bertanggungjawab kepada PJPK. 

(2) Dalam rangka pemantauan dao evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama 
oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada <\)'at (I), PJPK mcmbentuk 
Tim Pemantauan dan Evaluasi. 

(I) Dalam pclaksanaan perjanjian kerja sarna, PJPK melakukan pemaotauan 
dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama oleh badan usahe. 

Pasal 22 

Pemaotauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama 

Bagian Kedelapan - 
l, 

s. 

q. 
r. 

p. 

n. o. 

m. 

j. 
k. 
(. 

,. 

•• 
f. 
g. 
h. 

idenuras para pihak; 
Iingkup kerja sama; 
Persywatan pendahuluan: 
jangka waktu: 
jaminan pclaksanaan; 
tarif dan mekanisme penyesuaiannya; 
hal< dan kewajiban, termasuk alokasi risiko; 
standar teknis kirterja badan usaha {kua1itas, kuantitas dan tekanan air); 
rencana kegiatan investasi; 
pengalihan sabam; 
sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian; 
pemutusan atau pengakhiran perjanjian; 
laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelal<sanaan perjanjian, yang 
diperiksasecara tahunan oleh auditor independen, dan pcngumumannya 
dalam media cetak yang berskala nasional; 
mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjaag, yaitu 
musyawarah mufakat, mediasi, daa arbitrasc/ peogadilan; 
rnekanisme pengawasaa kincrja badan usaha dalam pelaksanaan perjanjian; 
penggunaan dan status kepemilikaa aset infrastruktur selama jangka wakru 
perjaojian kerja sama; 
pengembalian infrastruktur dan/ atau pengelolaaonya kepada penanggung 
jawab proyek; 
.keadaan memakse; 
pemyataan dan jaminao para pihak bahwa perjanjian kerja sama sab 
mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuao peratutan 
peruodang-undangan; 
pcnggunaan bahasa Indonesia dalam Perjaajian Kerja sama (apabila 
perjanjian kerja sama ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa 
lainnya, maka apabila terjadi perselisihan, yang akan berW..-u adalah bahasa 
Indonesia); dan 
hukum yang berlaku, yairu hukum Indonesia. 

a. 
b. 
b. 
c, 
d. 

Perjanjian kerja .sama pa.ling kurang mernuat ketentuan meogenai: 

Pasal 21 

Perjanjian Kerja sama 

Bagian Ketujuh 



a. kesesuaian bidang us.aha; 
b. pengalaman dalam melaksanakan Ke,ja samasejenis; dan 
b. kinerja keuangan perusahaan. 

Sadan usaha ealon mitra kerja sama dipilih dengan memperhatikan, antara lain: 

Pasal 26 

a. POAM deogan badan usahe berbenruk perseroan tcrbatas; 
b. PDAM dengan koperasi; atau 
c. PDAM dengan BUMN/SUMD. 

Kerja sama dapat di!aksanakan antara: 

Pasal 25 

(4) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata cara kerja sama PDAM dengan badan 
ueaha sebagaimana dimaksud pada ayat {I] diatur dengan peraturan direksi 
PDAM. 

(3) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) direksi PDAM 
bertindak sebagai PJPK. 

(I) PDAM dapat bekerja sama dengan badan usaha untuk meningkatkan 
kuantitas dan kua!itas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya. 

(2) PDAM dalam melaksanakan kerja sama dengan badan usaha sebagaimene 
dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan prinsip business re business. 

Pasal 24 

BAB VII 

KERJA SAMA PDAM DENOAN SADAN USAHA 
Dl DALA1'( WJLAYAH PELAYANAN PDAM 

a. menyiapkan dan rnengajukan ljin pemeriksaan/pengujian terhadap 
semua aset kerja samauntuk kepcntingan pengalihan aset; 

b. r:nelakukan pengujian dan pemeriksaan saran.a fisik dan scmua 
peral.atan unLukkepentingan pengalihan aset sesuai dengan Perjanjian 
Kerja sama; 

c. melakukan tindakan ad.m.inistrasi yang dipertukan sesuai dengan 
ketentuanperaturan perundang-undangan sehingga sernua eser tercatat 
atas namapemerintah; dan 

d. menyiapkan Serita Acara Serab Terima A.set untuk ditandatangani oteh 
PJPK dan Sadan Usaha. 

(2) Dalarn rangka pengalihan aset sebagauna.na dimaksud pada ayat (11 T'un 
Pemantauan dan Evaluasi rne!a.knkan kcgiatan: 

(ll Pada aldur o,.asa kerje, sama, aset hasil kerja sama harus d,aJihkan kepada 
Pemermtah Daerah. 

Pasal 23 



(4) Untuk mendapatkan perserujuan dari Kepala Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat {31, direksi PDAM harus menyarnpaikan hasil studi 
kelayakan rencana kerja sama kepada Kepala Daerah melalui dewan 
pengawas. 

(3) Sebelum memulai proses kerja sama oleh PDAM, rencana kerja sama harus 
mendapatkan pe.rsetujuan terlebih dahulu dari Kepala Oaerah mclalui 
dewan pengawas. 

(2) Setiap rencena kerja sama harus disertai dengan studi kelayakan, 

(1) Kerja sama PDAM dengan badan usaha dilaksanakan berdasarkan 
pertimbangan yang ealing menguntungkan kedua belah pihak unruk 
cersedianya pelayanan air otinum kepada masyarakat 

Pasal 31 

a. pembentukan perusahaan baru yang akan melaksanakan kerja sama oleh 
badan usaha dan badan usaha lain. 

b. pembentukan perusahaan parungan (joint c,e,uure companyt yang akan 
melaksanakan kerja sama olch POA:V! dan badan usaha. 

Bentuk kcrja sama antara POAM dengan badan usaha dapat dilakukan dengan: 

Pasal 30 

Benruk kerja sama antara PDAM dengan dcngan badan usaha meliputi; 

a. konrrak bangun, guna, serah {build, operate and transfer controct); 
b. kontrak rehabilitasi, peningkatan, guna, serah (rehabilitation, uprating, 

operatingand transfer cont.rad.); atau 
c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan 

rentang kerja sama antara BUMN/BUMD dengan pihak keriga. 

Pasal 29 

a. unit air baku; 
b. unit produksi; 
c. unit distribusi~ 
d. unit pelayanan; dan/ atau 
e, pengelolaan. 

Lingkup kerja sama pengusahaan Pengembangan SPAM mebputi: 

Pasal 28 

a. srud; kelayakan yang Lelah disusun; 
b. kemampuan PDAM dalam mcnanggung risiko: dan 
c. pemenuhan ketentuan peraruran pcrurideng-undeogen. 

Dalam mclaksanakan kerja sama, PDA~( harus mempertimbangkan, antara lam: 

Pasal 27 



(!) Setiap penyelenggara pengembangan SPAM basil kcrja sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan penyclenggaraan 
pengcmbangan SPAM untuk keburuhan sendiri wajib mendapatkan i2in 
dari Bupati. 

(2) lzin tidak diberlakukan terhadap penyelenggaraan SPAM yang 
diperlukan untuk kepentingan perseorangan dalam rangka memenuhi 
kcbutuhan rumah tangga. 

(3) lzin scbagaimana dimaksud pada ayar (I) diberikan atas nama pemobon 
untuk setiap penyclenggarru:w pengembangan SPA.\1. 

Pasal 34 - lzin Penyelenggaraan pengembangan SPAM 

Bagian Kesatu 

BABIX 

PERJZINAN 

(31 Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (II berhak mendapatkan 
pembinaan teknik dan nonLeknik serta perlindungan aset dari pemerintah 
daerah. 

121 Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan sendiri hanya sebatas di wilayah 
yang tidak terdapat penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM. 

(1) Badan usaha dat1/atau masyarakat dapat menyelenggarakan SPAM untuk 
memcnuhi kebutuhan sendiri. 

Pasal 33 

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM 
UNTUK KEBIJ'l'UHAN SEND!Rl 

BAB VIU 

"· 

b. 
c. 

Pcrjanjian kerja sa,na antara PDAM dengan badan usaha tidak memuat 
ketcntuan yang dapot mengakibarkan: 

penyerahan pe.mbangunan dan pcngelolaan selu.ruh peogemba.nga.n SPAM di 
dalam scluruh wilayah PDAM kepada badan usaha; 
perubahan status badan hukum POAM atau bi)angnya keberadaan PDAM; 
pengalihan kepemilikan aset POAM yang ads sebelum kerja sama kepada 
badan usaha; dan 
pcngalihan kepemilikan asct PDAM hasil kerja sama kepado badan usaha. 

a. 

Pasal 32 



(SJ Pemohon wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah 
absah, benar dan sesuai denga.n fakta. 

(4) Pengajuan rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat !21 
huruf b, yang berkaitan dengan wilayah pelayanan disampaikan melalui 
Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan yang berkaitan dengan 
kebutuhan air minum disampaikan melalui Bagian Perekonomian Setda 
Kabupaten Bekasi. 

(31 Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan 
dengan mempetlihatkan aslinya atau mempcrlihatkan fotokopi atau salinan 
yang telah dilegalisasi sesuai ketenruan peraruran perundang-undangan. 

a. surat keterangan diri dari pemohon; 
b. rekornendasi dari Bupati Bekasi mengenai wilayah pelayanan dan 

kebtttuhan air minum: 
c. keterangan tertulis tentang peruntukan dan kebutuhan air minum; 
d, Studi Kelayakan Pengembangan SPAM; 
e. Rencana, lnduk Pengcmbangan SPAM; 
f. Perserujuan Prinsip Lok.asi; 
g. lzin Mendirikan Bangunan ( !MB I; 
h. izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuei dcngan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
i. Surat lzin Tempat Usaha ( SITU /HO ); 
J· hasil pengccekan hygiene da.n sanitasi; 
k. fotokopi kepemilikan tanah: 
l. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha 

penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagai maksud dan rujuannya, 
beserta pcrubahannya apabila ada; 

m. uraian singkat perusahaan serra strukrur organisasi dan managemen; 
n. denah/peta lokasi. 

(I) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pengembangan SPAM, 
pemohon wajib mengajukan permohonan secara tert.ulis kepada Bupati 
melalui Badan Pelayanan Perizinan Tcrpadu Kabupaten Bekasi. 

(21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus melampirkan: 

Pasal 36 

Tat.a Cara Memperoleh izin 

Bagian Kedua 

lzin sebagaimana drmaksud pada ayat (11 tidal< clap.at dtpindahtangankan 
kecuali denga.n persetttjuan Bupati. 

(2) 

Inn eebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (11 ditotapkan oleh Bupati 
berdasarkan kelengkapan persyaratan yang drtentukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1) 

PasaJ 35 



a. unit air baku 
b. unit produksi 
c. unit distribusi 
d. unit pelayanan 

(2) Sistem fisik sebagaimana dtmeksud pada ayat ( l) meliputi: 

(I) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan 
baik secera Iangsung maupun Lida.'< langsung dalam rangka mcndapatkan 
data dan/ atau informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistcm 
non-fisik dalam waktu tertentu. 

Pasal 39 

Pemantauan 

Bagian Kesaru 

PEMANTAUAN. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BABX 

a. pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin; 
b. izin dikembalikan oleh pemegang izin; 
c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam sura:t 

izin atau ketentuan lainnya: dan 
d. berdasarkan pertimbangan tcknis dapat menimbulkan dampak negatif 

yang tidak bisa dipcrkirakan sebelumnya. 

Izin penyelenggaraan SPAM dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
apabila : 

Pasal 38 

.Pencabutan lzin 

Bagian Keempat 

a. ketersediaan air; 
b. kondisi lingkungan; dan 
c. upeya konservasl surnber tlaya air. 

(3) Proses perpanjangan izin penyclenggaraan SPAM harus memperhatikan : 

Jangke waktu izrn penydenggaraan SPAM dibcrikao $el.am.a s (llma) 
tahun dan dapat diperpanjang. 

(2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 
Bupati. 

(l) 

Pasal 37 

JangXa Waktu lzm 

Bagran Kenga 



t 1) Pcmerintah Daerah melaksanakan pengawas.an terhadap seturuh tahapa.n 
penyelenggaraan pengembangan SPAM. 

Pasal 42 

Pengawasan 

Bagian Kctiga 

,q koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum; 
b. pemberian norma, standar. pedoman. manual; 
c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan 
d. pendidikan dan pelatihan. 

Pernbinaan dalam pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, 
meliputi: 

Pasal 41 

Pembinaan 

Bagian Kedua 

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Pemerintah 
Oaerah mclalui Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi. 

Pas.ii 40 

Pemantauan. secara tidak langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (31 
dapat dilaksanakan dengan suatu aistem informasi manajemen SPAM 
rnaupun data elektronik lainnva. 

(6) 

(5) 

Pemantauan secara langsuug sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat 
penyelenggara guna memperoleh ga.rnbaran secara langsung tentang 
penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleb 
penyelenggara. 

Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimak$ud pada ayat (I) 
dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan 
pengcmbangan SPAM yang dikirimkan oleh penyelenggara dan/atau 
diperolch dari Instansl ierkau lainnya. 

(4) 

(Jj S.st= uoc-!isik sebageirnana d.unaksud paca ayai 111 paling kurang 
mdipu<.. 

a. data kelembagaan 
b. data. manajcmen 
c. data keuangan 
d. peran serta masyarakat 
e. hukum 



a. berpedoman pada tata cara pereecenaan, pelaksanaan konsrruksi, 
pengelolaan, pcmeliharaan, rehabilitasi, dan monitoring evaluasr sesuai 
keteniuan peraturan perundang-undangan: 

b. memberikan informasi dan Iaporan mengenai penyclenggaraan kepada Bupan 
meJalui Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasr; 

c. membantu dan mernberikan akses kepada masyarakar sekitar dalam 
pemenuhan kebutuhan minimal akan air. 

d. menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan; 
e. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang 

berkepentlngan atas ke1adian arau keadaan yang bersifat khusus dan 
berpotcnsi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas 
pelayanan; 

f. mengopera.sikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua 
pemakai/pelanggan yang tdah mcmentthi syarat, kecuali dalam kcadaan 
memaksa (force majeure]: 

Setiap penyelenggaraan pengembangan SPAM wajib: 

Pasal 44 

(2) Penecapan tarif jasa pclayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b, 
harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bupati. 

a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan: 

b. menerime pernbayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif jasa 
pelayanan; 

c. menetapkan dan mcngenakan denda ter-hadap keterlambatan 
pembayaran tagihan; 

d. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang 
telah clidapat; 

c. memutus sambungan langganan kepada para pemakai/ pelanggan yang 
tidak memenubi kew ajibannya; dan 

f. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan 
kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana 
pe!ayanan. 

(lJ Setiap penyelenggara pengcm bangan SPAM berhak unruk: 

Pasal 43 

HAK DAN KEWAJIBAN 
PENYELENGGAR.\ PENGEMBANGAN SPAM 

BAB XI 

(3) Pengawasan tcrhadap pcncemaran/ pembuangan hasil pengolahan oir limbah 
dan sampah dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Unglrungan Hidup 
Kabupaten Bekasi sesuai dengan kerenruen perarurnn penmdang-undan.g,a:n. 

(2) ~ tmadap kualitas air mmum hasil penyclenggaraan 
pcngembangan SPAM dilaksanakan oleh D"inas Kesehat.an Kabupaten Bekass 
sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku .. maka semua peraruran pelaksanaan 
yang berkaltan dengan pcnyelenggaraan SPAM dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertemangan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 46 

J;ETENTUAN PENU'l'UP 

BAB XUI 

Penyelenggara pengembangan SPAM yang tidak melaksanakan 
kewajibannya setelah berak:himya jangka waktu penghentian 
semcntara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dikenakan sanksi berupa pencabutan izin . . 

(5) 

Penyelenggara pen gem bangan SPAM yang tidak melaksanakan 
kewajibannya setelah berakhirnya jangka wektu peringacan terruhs 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif 
berupa penghenrian sementa.ra seluruh kcgiatan sela.rna jangka wakru 
3 (tiga) bulan. 

(4) 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ 
akan dikenak:an sanksi admirtistratif berupa peringatan tertulis 
sebanyak 3 (tiga) kali secara berturur-turut dengan jangka waktu 
maeing-rnasing I (satu] bulan. 

(3) 

a. peringatan tertu lis; 
b. penghentian seme ntara seluruh kegiatan; 
c. pencebutan izin; 
d. penyegelan; 
e. pcnurupan usaha secara permanen. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 
sanksi berupa: 

Bupati mengenakan sankst admmistratif kepada setiap penyelenggara 
pengembangan SPAM vang mclanggar ketentuan .sebagaimana diarur 
dalam Peearuran Bupau ini. 

l 11 

- 

g, mcmbc:rikan informasi rnengenai pelaksanaan pelayanan; 
h. memberikan ganti rugr yang Jayak kepada, pe!a.,ggan ares kcrug,an yang 

diderita; 
1. mengikuti dan memaruhi upaya penyelesaian secara hukum apabtla terjadi 

persehaihan: dan 
j. berperen serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air 

dalam rangka ko.nservasi lingkungan. 

BAB XII 

SANKS! AD~flNISTRATIF 

Pasal 45 



- 

~ 
Hj. NENENG-flltSANAH YASIN 

I· tUPATJ BEKASJ /,( 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerint.ahkan pengunds.ngan Pera.tu.ran 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada canggal dlundangkan. 

Pasal 48 

(2) 

Perjanjian penyelenggaraan SPAM atau perizmart penyelerrggaraari 
SPAM yang telah dibuat atau dteerbnkan sebetum duetapkannya 
Peraruran Bupati ini masih aerap berls.ku sampaJ c!enga.'l berakhirnya. 
perjanjian atau habis masa berlaku. perteman ters~but. 

Dalarn hal penyclcnggar'aan SPAM belum mendapatkan penzm.an 
sesuai dcngart ketentuan data m Pera tu ran Bupati ini. rnaka "·~jib 
mengajukan permohona.n izin paling lambar 12 (dua betas) bulan SCJak 
diberlakukannya Peraturan Bnpati mi. 

(II 

Pa,;al .;- 


